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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan
bahwa “Negara indonesia berdasarkan atas hukum ftidak berdasarkan
atas kekuasaan belaka. Dengan demikian, berdasarkan tUndang-Undang
Dasar 1945 negara indonesia adalah negara hukum.

Bagi suatu bangsa yang sedang membangun seperti halnya
indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mencapai
kehidupan yang lebih baik dari pada yang telah dicapai sebelumnya.
Menghadapi kenyataan seperti itu, peranan hukum menjadi semakin
penting dalam rangka mewujudkan pembangunan sebagaimana yang di
amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi
segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat
pengadilan sosial (sosial control) saja melainkan lebih dari itu, yaitu
melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperitaku
sesuai dengan cita-cita baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat




juga mengubah ataupun menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang
suda tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Fungsi hukum tersebut
mesupakan perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang
sesuai masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia sekarang
ini karena dalam pembangunaan itu sendin terdapat hal-hal yang periu
dilindungi, dilain pihak hukum periu untuk menciptakan pola yang sesuai
dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan besjalan
dengan baik dan tancar.

Upaya pembangunan hukum bermaksud mengganti tata hukum
yang kini bertaku yang dirubah oleh pemerintah kolonial dengan tata
hukum yang benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat
indonesia.

Hukum adat mesupakan salah safu sumber yang berintikan
kepribadian bangsa Indonesia periu dimasukkan ke dalam lembaga-
lembaga hukum baru, supaya hukum baru itu sesui dengan rasa-keadilan
dan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia.

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan
hukum waris nasional adalah hukom waris adat. Untuk menemukan
unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara
tapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari sistem



dan asas hukum waris adat yang terdapat diseluruh Nusantara ini yang
dapat difadikan titik temu di Garis-Garis Besar Haluan Negara bahwa
untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum

Hukusm waris yang beriaku dikalangan masyarakat masih bersifat
pluralistis, yaitu ada yang tunduk pada hukim waris yang ada dalam kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Waris Isiam dan Hukum Waris
Adat. Masyarakat Indonesia Bhineka yang terdini dari beragam suku
bangsa, memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara satu
dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karateristik tersendiri yang
menjadikan hukum adat tremasuk di dalamnya hukum waris menjadi
plularistik puta. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat
dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat fu sendiri, setiap
sendiri.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis

dimaksud dengan harta warisan adalah semwa harta benda yang
ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik harta itu tetah




dalam harta warisan itu adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta
bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan
harta peninggalan atau orang yang mempunyai hasta warisan. Waris
adalah isfilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta
warisan atau orang yang berhak atas warisan. Cara pewarisan adalab
proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelu
maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenamya adalah hukum
penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendini yang
khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat.
Bangsa Indonesia yang murni datam berfikic berasas kekeluargaan, yaitu
kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan daripada sifat-
sifat kebendaan dan meningkatkan din sendifi.

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri ditunfut adanya
hubungan yang baik datam arti diperiukan suasana yang harmonis yaitu
dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling
menglnrgai,dansalhgmenwnuhikebumhannmsimm.mdurﬁa
ini manusia hidup didorong oleh dua naluri yaitu naluri makan dan naluri
kehidupan berkeluarga untuk mempertahankan keturunannya Dalam
upaya mencapai kebahagiaan dan mempertahankan kelangsungan
ketwunannya, manusia melengkapi dengan harta kekayaan beseria
kemudahan-kemudahan hidup. Manusia merasa periu untuk memberikan




peninggalan berupa materi atau harta kekayaan ataupun kemudahan
dengan mewariskan kepada anak keturunaannya. Oleh karena du,
muncullah hukom waris yang mengatur segala sesualu yang
berhubungan dengan warisan.

Sebagai salah satu dari bangsa indonesia, masyarakat Toraja
Utara, disamping terkenal sebagai kawasan wisata juga merupakan
penghasi produksi pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga
masyarakatnya lerkenal sebagai pemegang teguh adat seperti masih
adanya upacara kematian yang di sebut Rambu Solo dan upacara
kegembiraan yang disebut Rambu Tuka, upacara ini membutuhkan biaya
dan berpengaruh terhadap kewarisan adat Toraja.

Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat Toraja Utara,
periu diadakan peneliian dengan cermat agar diketahuin secara benar
tentang pembagian warisan menwut hukum adat masyarakat Toraja
Utara.

Menunt Himan Hadikusuma (2009:25) menyatakan bahwa untuk
dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan
masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang
adil dan makmwr berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 maka uniuk menyusun hukum nasional diperfukan adanya konsepsi
dan asas-asas hukum yang berasal dan hukum adat. Oleh karena iy,
penulis sangat tertarik dengan kebudayaan dan kepercayaan yang ada



di Toraja Utara, dimana masyarakatnya masih mempestahankan

kebudayaan aslinya.

Berdasarkan pemikiran dan kenyataan di lapangan yang
dilemukan di alas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian
dengan judul “Pelsksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum
Adst Pada Masyarakat Sa’dan Pebulian di Kabupaten Toraja Utara “.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fersebut di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana Pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat Sa'dan
Pebufian di Kabupaten Toraja Utara ?

b. Sejavhmana pengaruh positif dan negatif tentang pelaksanaan
pembagian warisan di Pebulian terhadap perkembangan masyarakat
setempat ?

1.3Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tijuan penelitian
ini adalah :
1. Untuk mengetahui peiaksanaan pembagian warisan pada
masyarakat Sa'dan Pebulian di Kabupaten Toraja Utara.



2. Untuk mengeiahui sejaubmana pengaruh positif dan negatif
ngaruh pelaksanaan pembagian warisan adat Tator terhadap
perkembangan masyarakat setempat.

b. Kegunaan Peneiitian

1) Manfaat praktis

praktis sebagai berikut :

a) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti

b) Membantu memberikan pemahaman mengenai pembagian harta
warisan menurut hukum adat Toraja Utara

c) Memberkan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang
berkepentingan datam penelitian atau bidangnya.

2) Manfaat teoritis

Setelah ditakikan penelitian ini diharapkan memberikan
manfaat teoritis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan #mu hukum dan masyarakat khususnya
fentang pembagian harta wasisan menund hukum adat Toraja
Utara.

1.4 Metode Penelitian
Untuk lebih memudahkan penelitian, penulis menggunakan
metode penelitian sebagai berikut :




1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pebulian Kecamatan Sa‘'dan Balusu
Kabupaten Toraja Utara. Daerah tersebut dipikh atas pertimbangan
bahwa di daerah Toraja Utara kebudayaan dan kepercayaan yang ada di
Toraja Utara dimana masyarakainya masih mempertahankan
kebudayaan aslinya, khususnya dalam pembagian warisan
3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer
dan sekunder, Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
masyarakat setempat melalusi agket, wawancara, dan dokumentasi. Data
sekunder yaitu data atau informasi hasd penelahan dokumen penelitian
serupa yang pemah dilakukan sebelumnya, bahan kepusiakaan seperti
buku-buku, lerature, Koran, majatah, jumal maupun arsip-arsip yang
sesui dengan penelitian yang akan di lakukan penelitian mengenai apa
yang diperiukan untuk digali dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan
yang tepat.

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data data
ymgdigmakmadalahumberdalapﬁmerdandalasekumberwa

dokumen publik atau catatan resmi.



4. Teknik Pengumpulan Data

nommatif maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara:

Pengumpulan  (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik
pengumpuian data diakukan dengan mengumpulkan beberapa
referensi  untk mengumpulkan dan menyusun dafla yang
Angket yaitu pengumpuian data yang berupa serangkaian pertanyaan
yang diajukan pada masyarakat Pebulian.
Wawancara yang dilakukan langsung oleh penetiti kepada ketua adat
seiempat.
Analisis Data

Data yang dikumpukan bak data primer maupun sekunder,

selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif
dengan menggunakan distribusi frekuensi dan persentase dengan rumus
sebagai berikut

_F
-;x100%

Keterangan .

P = Perseniase
F = Frekuensi
N = Jumiah
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dan analisis kualitatif yaitu pengumputan data kemudian dituangkan



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Hukum adat di indonesia beraneka ragam, namun mempunyi
dasar atau sifat pokok yang sama. Dasar atau sifat yang sama itu tampak
dalam perumusan pancasila dimana dalam merumuskan dasar negara,
Indonesia berorientasi pada kepribadian bangsa, yaitu tingkah taku, adat
istiadat, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang
mengandung nilai-ndai keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan keadilan. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian hukum
adat dapat ditihat dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para
ahli hukum.

Menurut Cornelis Van Vollenhoven (Dewi Wulansari, 2011: 3-6)

yaitu:

Hukum adat adalah himpunan peraturan fentang perilaku yang
bertaku bagi orang prbumi dan Timur Asing pada suatu pihak
mempunyai sanksi (karena bersifal hukum), dan pada pihak lain
berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

Menurut Mr.B. Ter Haar Bzn (Dewi Wulansan, 2011: 4)

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjeima dari
keputusan-kepufusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas)
sepenu hati.

11
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Menurut Soekanto (Dewi Wulansari, 2011:4)

Hukum adat adalah kelompok adat-adat yang kebanyakan tidak
iakiifkan, tidak dimodifikasikan dan bersifat pas i
sanksi {(dari hukum itu).

Dari beberapa pendapat di atas maka pengertian hukum adat
adalah peraturan hukum yang fimbul karena kebiasaan yang beriakis
disetiap daerah yang dikembangkan ke dalam suatu sistem keimuan

Adapun pendapat lain mengenai pengertia hukum adat.

} Menuwut Ter Hear (Hilman Hadikusuma, 2003:7 ) yaitu:

‘ Hukum adat tahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga
masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwibawa dari
kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-
pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal
perbntap_gmkepentingankgpuﬂsanpamhakinyangbe«hogas
mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut
karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan
dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-

eksekutif dan yudikalif) tersebut. Keputusan tersebut tidah hanya
keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga diuar
itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini
diambil berdasarkan nilai-niai yang hidup sesuai dengan alam
rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan
Menurut M.M Dijojodigoeno (Dewi watansaxi; 2011:5)

Hukum adat adalah hukum yang bersunber kepada peratwwan-
peraturan seperti peraturan-peraturan desa dan peraturan-
peraturan raja.

Menurut kesimpulan hasit “Seminar Hukum Adat dan
Pembangunan Hukum Adat Nasional”

Hukpm adat diartikan sebagai hukum indonesia asli yang tidak
tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik indonesia
yang di sana sini mengandung unsur agama.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka penuiis mengambil
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalabh suatu
kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadian rakyat
yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkahtaku
manusia dalam kehidupan sehari-hari datam masyarakat, sebagian besar
mempunyai akibat hukum /sanksi (Dewi Wulansari, 2011 : 7)

2.2 Pengertian Hukum Waris Adat

Sudah merupakan suatu hal yang fidak diragukan lagi bahwa
hukum, tidak terkecuali dalam peristiwa kematian. Menyangkut masalah
kematian ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum ferutama yang
berkaitan dengan harta si orang yang meninggal dunia atau pewaris.
Dengan meninggainya seseorang itu maka secara spontan segala hak
dan kewajiban beralib kepada orang yang ditinggalkannya, yang berhak
atas harta kekayaan tersebut.

Sebenamya yang dimaksud hukum waris menurut hukum adat
pada dasarnya merupakan sekumpulan hukum yang mengatur proses
penyaluran harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi selanjuinya
Berdasarkan defenisi hukum waris tersebut di alas termuat unsur-unsur




14

dalam waris adat, sebagaimana dikemukakan oleh Titik Trwulan Tutik,
(2008: 327) yaitu:

1. Proses pengoporan atau penerusan warnsan
Mdtsudprosesdlmberamba!mpewaﬁsmma&at
tidak selalu akiual dengan adanya kematian.
pengoporan atau penerusan harta materiil dan immaleriil itu
dari generasi ke generasi_Jadi pewarnsan ini bukan merupakan
pewariasan individual. Dalam hukum adat pewarisan itu dapat
beriangsung meskipun tidak ada yang meninggal dunia. Jadi
pewariasan dapat dilakukan antara orang yang masih hidup.

2. Harta benda matensl dan immaterial

Tiap kesatuan keluarga selalu ada benda-benda materill yang
dimiliki oleh keluarga itu, yang disebut dengan kekayaan.
Kekayaan yang biasa disebut dengan harta keluaga dapat
diperoleh dengan berbagai cara sebagai berikut:

3. Harta suami istri yang diperoleh dari warisan orang tuanya.
b. Harta suvami istn yang diperoleh sendiri sebelum

perkawinan.

¢. Harta suami istn yang diperoleh bersama-sama semasa
perkawinan.

d. Harta yang ketika menikah diberkan pengantin (suami istri
tersebut).

Sejalan dengan pendapat di atas maka penulis menyimpukan
bahwa hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan
harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikkan kepada yang
berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum
Waris yang berlaku di indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat,
Hukum Waris Istam dan Hukisn Waris Perdata. Setiap daerah memdiki
hukom yang berbeda-beda sesuai dengan sisiem kekerababatan yang

mereka anut.
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Kekayaan dalam keluarga tersebut pada dasarnya memibiki
beberapa fungsi Dewa (2009) yaitu:

a. Kekayaan mevupakan basis materid dalam kehidupan keluarga,
yang dinamakan dengan harta rumah tangga.

b. Karena harta kekayaan merupakan basis materil dalam kehidupan
keluarga maka dari sudut lain harta kekayaan itu merupakan alat
untuk mempersatukan suatu keluarga.

c. Satu generasi ke generasi berikutnya.

Pada dasarmya yang menjadi ahli waris dalam hukum adat adalah
angkatan (generasi) yang lebih muda. Generasi disini adalah kefurunan
yang meninggalkan warisan atau pewaris. Dalam hukum adat keturunan
ini merupakan ahli waris yang fespenting karena pada kenyataannya
waris gka orang yang meninggalkan warisan ilu tidak mempunyai
keturunan.
para ahk warisnya. Harta waris adat yang tidak terbagi dapat dibagi jika
keadaan sangat mendesak tetapi harus berdasarkan ketua adat dan
para anggota kerabat yang bersangkutan. Bahkan untuk harta wasisan
yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh ahli waris kepada orang
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iain harus diminta pendapat kepada anggota kerabat lainnya, agar tidak
melanggar hak ketetanggaan dalam kerukunan kekerabatan. Hukum
waris tidak mengenal asas legiieme portie atau bagian mutiak
sebagaimana hukum waris barat untuk ahli warisan setelah ditentukan
hak-hak mewaris alas bagian tertentu dasi harta wariasan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Disamping ifu ferjadinya pewarisan
harus dipenuhi dua syarat yaitu (R. Soetojo Prawirchamidijojo, 1993: 4-5):

1) Harus ada yang meninggal dunia (pasal 830 KUHPerdaia)

2) Ahli waris harus sudah ada pada wakiu meninggainya pewaris

(Pasal 836 KUHPerdata)

Sefain itu dan pengertian hukum waris adat tersebut dapat
diketahui sifat hukum waris adat itu sendiri. Dimana dengan adanya
hukum waris adat sudah menunjukkan sifat kebersamaan yang kuat
artinga manusia menurut hukum adat dalam ikatan yang erat, rasa
kebersamaan yang erat, rasa kebersamaan meliputi selwuh fapangan
hukum adat dan mempunyai cotak yang berhubungan dengan
pandangan hidup alam indonesia, khusus yang ada pada bangsa
indonesia yang berbeda jika dibandingkan dengan hukum waris Islam
dan hukium waris yang diatur di datam KUHPerdata.

Hukum waris adat bersendi pada prinsip-pringip yang timbul dari
aliran komunal dan konkriet bangsa indonesia. Sebagai dasar dari
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serta ftidak sama sekali mendapat bagian (berarti setiap ahli waris seialu
pasti mendapat warnisan). Misalkkan menuntut hukum waris adat ferutama
di Toraja Utara yang tidak membedakan anak laki-taki dan perempuan,
artinya mengandung hak untuk dipertahankan sama oleh orang tuanya
dalam meneruskan harta warisan keluarga.

Hukum waris adat tidak mempersoalkan perbedaan agama serta
tidak membedakan antara anak yang lahir terlebih dahutu maupun anak
yang lahir kemudian, sehingga semua mempunyai hak yang sama. Oleh
karena itu hukum waris adat mempunyai sifat tersendiri yang sangat
berbeda jika dibandingkan dengan hukum waris barat diantaranya:

1) Hukum waris adat tidak mengenal legitime portie (bagian mutiak),
akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak,
persamaan ini mengandung arti hak untuk diperiakukan sama oleh
orang tuanya di dalam meneruskan dan mempertahankan harta
benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak hukum waris
adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses peiaksanaan
mempertahankan keadaan dari tiap-tiap ahli waris.

2) Harta warisan fidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para
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3) Harta peninggalan dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan
pembagiannya ditunda untuk wakiu yang lama ataupun hanya
sebagian yang dibagi-bagi.
4) Memberikan hak nafkah kepada anak angkal dar harta
peninggalan orang tua angkatnya.
5) Pembagian merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun
dalam suasana rama famah dengan memperhatikan keadaan
khusus tiap ahii waris. (Soerojo Wingnjodipuro, 1982: 163-164).
Hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat
kekeluargaan dan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta
pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam
masyarakat itu. Selain itu hukum waris adat juga mendapat pengaruh
tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial tetapi juga dari peraturan-
peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selaly
2.3 Pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Warisan
a. Pewaris

Sebelum pewarisan dapat teriaksana maka terlebih dahuly harus
memenuhi salah satu syarat yang penting tidak dapat diupakan yaitu
adanya pewaris. Artinya harta warisan tidak dapat dibagikan apabita tidak
ada orang yang meninggal dunia atau dengan kata lain bahwa seorang
pewaris itu harus sudah meninggal dunia disamping harus memenuhi
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syarat-syarat yang lainnya. (J. Satrio, 1992). Sedangkan yang dimaksud
dengan pewars adalah seorang peninggal warisan yang pada waktu
wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.
(Mg. Sri Wiyarti, 2000:4). Dalam pengertian ini unswr yang penting ialah
unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup.

Apabila unsur harta kekayaan tidak ada, artinya jika pewaris tidak
meninggakan harta kekayaan, pewaris menjadi tidak relevan, karena
harta kekayaan pewaris jaluh kepada negara. Pemindahan harta
kekayaan pewaris adalah harta yang diperoleh pewaris selama hidup
dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
Harta kekayaan ini biasanya disebut warisan.

b. Ahli Waris

Pada prinsipnya ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai
hubungan dengan pewans. Dalam masyarakat Sa'dan Pebulian,
kandung uniuk memperoleh warisan.Mereka adalah anak angkat atau
anak pasaka, anak itu sah atau anak pangngang dan anak tin atau anak
porona.

Pada anak kandung, apabilah kedua orang fuannya meninggal,
maka seluruh harta orang tuanya secara otomatis beralih kepadanya.
Apabila hanya salah satu yang meninggal, maka harta belum dibagikan
tefepi tetap digunakan untuk kepentingan bersama. Namun khusus untuk
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harta asal berupa haita pusaka, walaupun diwarisi anak kandung namun
harta tersebut bukan menjadi milknya tetapi menjadi milik fongkonan,
sedangkan harta asal berupa harta bawaan dasi orang tuanya dapat
menjadi hak milik anak kandung.

Anak angkat diakui mempunyai kedudukan sama dengan anak
kandung dalam hal mewaris. Meskipun demikian bukan berarti
pengangkatan anak itu asal-asalan saja. Apabila anak angkat tidak
pasaka(anak kandung) sehingga keadaan itu juga mempengaruhi dalam
pembagian warisan dimana dia tidak diakui sebagai ahti waris. Hal ini
diperkuat oleh pemuka adat setempat Dalam hal keluarga yang
mengangkatnya mempunyai kefurunan, maka pembagian warisan dan
anak angkat adalah sebagai berikut.

1) Anak pasaka (anak angkat) hanya berhak mewarisi harta asal berupa
harta bawaan dari orang tua angkatnya.

2) Anak pasaka (anak angkat) hanya berhak mewarisi harta pencaharian
orang tua angkatnya.

Salah satu kelebihan anak pasaka (anak angkaf) adalah
disamping dia mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, juga
tetap menjadi ahli waris dari orang fua kandungnya. Hal ini sesui dengan
pepata adat yang berbunyi to mabubun dua masaruran patomali, artinya
menimba dua sumur menada dari pancuran.
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Menurut pemuka adat, apabila diadakan perbandingan, maka
kedudukan anak pangangang lebih diakui dalam arti lebih dapat diterima
oleh keluarga yang bersangkutan dibandingkan anak angkat. Alasannya
adalah kama anak pangangang (Kandung) biasanya dikenal atau
diketahui dengan jelas orang tuanya, sedangkan anak tii hubungan
antara pewaris dengan orang tua anak tersebut biasanya merupakan
hubungan gelap yang tidak diketahui oleh keluarga pewaris. Dengan
demikian, hal ini membawa implikasi dimana eksistensi anak tiri kurang
mendapat pengakuan datam keluarga pewaris sehingga sangat kecil
kemungkinan bagi anak tiri unfuk mendapat warisan.

Anak angkai merupakan anggota bangian dari keluarga, oleh
karena itu anak angkat mempunyai kedudukan penting untuk kehidupan
keluarganya, karena anak angkat di angkat karena dianggap cocok dan
layak sama dengan anak sungguh/anak kandung maka kedudukan anak
angkat juga diakui sebagai ahli waris. Anak angkat akan memperoleh
warisan yang dikehendaki apabilah orang tua (orang yang telah
mengangkainya) meninggal maka dia akan memperolel warisan seperti
dengan anak kandung. Salah satu kelebihan dari anak angkat adalah
disamping dia berhak mewarisi harta peninggalan orang fua angkatnya,
juga tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Hal ini sesuai
dengan pepatah adat yang berbunyi To ma'bubun dua massaruran

pattomali, artinya menimbah dari dua sumu menada dari dua pancuran.
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¢. Warisan
Warisan adalah haria yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli
waris/waris baik yang dituangkan melalui surat wasiattestamen yang
meneruskan, pengwus, mengolah, harta peninggalantharia warisan
sehingga tetap terjaga dan tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak.
Warisan adalah haria kekayaan seseorang yang felah wafat
Menurut Wirono Prodjodikoro (2001 :197)
Warisan adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam
wafat itu meninggalkkan harta kekayaan.
Menurut perundang-undangan ada dua cara memperoleh warisan
yaitu (Abdukadir Muhammad, 2000 : 271):
1) Harta warisan bagi masyarakat adat Toraja disebut dengan istilah
Pewarisan menurut ketentuan Undang-Undang (ab intestat )

2) Pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat (ab testament)
mana’ dan mana artinya bertaku untuk harta yang berasal dari tongkonan
sebagai harta pustaka. Dalam masyarakat ini harta warisan terbagi atas
dua bagian yaity harta asal dan harta pencaharian.

Harta asal meruapakan harta yang dibawah oleh pihak suami atau
pusaka atau mana’. Dalam masyarakat setempat, harta asal merupakan
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harta yang mempunyai niai yang tinggi karena harta tersebut merupakan
harta yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang lelubur
mereka kepada generasi atau furunan selanjuinya yang biasa disimpan
di fongkonan.

Harta pusaka ini terdiri atas harta yang berupa benda bergerak
seperti gayang, kandaure, la’bo penai, atau ponto lola’ yang merupakan
harta yang tidak dibagi-bagikan kepada ahli waris, tetapi hanya disimpan
daiam rumah adat, dan harta pusaka berupa benda tak bergerak sepexti
sawah atau kebun yang dapat dibagikan kepada ahli waris, tetapi hanya
mempunyai hak menggarap atas tanah tersebut. HasHl dasi tanah yang
digarap oleh ahli waris diberikan kepada fongkonan yang disebut talita’

2.4 Dasar Hukum Kewarisan Adat

Dalam batang tubuh UUD 1945, tidak satupun Pasal yang
mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk beriakunya
kembali hukum adat ada pada aturan peralihan UUD 1945 pasal Il, yang
menegaskan:

“ Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung
bertakis, selama belum diadakan yang baru menwut Undang-Unadag

Dasarini .
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Sebelum beriakunya kembali UUD ini, maka bertaku Undang-
Undang Dasar Sementara tahun 1950. Aturan peralihan pasal Il ini
menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam UUDS 1950
Pasal 104 disebutkan bahwa “Segailah keputusan pengadilan harus berisi
alasan-alasannya dalam perkara hukum menyebut aturan-aturan,
Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukum i#tu”. Tetapi
UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan
Peralihan UUD 1945.

Karena sampai sekarang, bak menurut UUD 1945 maupun
menurut Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, masi belum
dibuat suatu peratwran pesundang-undangan yang memuat dasar
bertakunya hukum adat, maka masih tetap bertaku peraiuran yang dibuat
undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dasi zaman Kolonial dan
pada zaman sekarang masih tetap bertaku adalah pasal 131 ayat (2) sub
b IS (Indische Staatstregeling).

Menurut Pasal 131 ayat (2) sub b IS (Indische Staatstregeling).

digunakan istiah® Mef Hunne Godsdiensten en

Samenhangen de Rechts RegelenAtwran-atwan Hukum yang

berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan

mereka) menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia ash
dan Timur asing bertaku hukum adat mereka, tetapi bila
Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka :

a. Hukum Eropa

b. Hukum Eropa yang telah dirubah

¢. Hukum bangi beberapa golongan bersama dan
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d. Hukum basu yaity hwkum yang merupakan sintese antara adat

hmmekayanuhmaopa_

Berdasarkan keterangan di atas maka, Pasal 131 ayat (2) tentang
Atwan-atuwran Hukum yang berhubungan dengan Agama-agama dan
Kebiasaan-kebiasaan mereka, sub b IS (Indische Staatstregeling)
dikemukakan dua hal yaitu ketentuuan adalah suatu pasal kodifikasi yang
memuat suatu tugas kepada pembuat undang-undang ditujukan pada
Undang-Undangnya, bukan pada hakimnya yang menyelesaikan
sengketa di Eropa dan Bumi Pufra,

Pasal 131 ayat 6 tentang tugas hakim menyebutkan bahwa bila
terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang bertaku adalah
hukum adat dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang
berlaku adalah hukum Eropa.

Dalam UU No.19 Tahun 1964 Pasal 23 tfentang Ketentua-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ayat (1) menyebutkan

bahwa segalah putusan pengadilan selain harus memuat dasar-

dasar dan alasan-alasan putusan ity jaga harus memuat puiah
pasal-pasal fertentu dari peraluran yang bersangkutan atau
sumber hukum tidak fertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

UU No. 19 Tahun 1964 ini direpisi menjadi UU No. 14 Tahun 1870
tentang Pokok-pokok Kepulusan Kehakiman karena dalam undan-
undang No 19 tersebut tersirat adanya campur tangan presiden yang

undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Keputusan
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Kehakiman disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tak
tertulis adalah hukum adat.

Daiam UU No.14 Tahun 1970 Pasal 27 tentang Ketentua-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ayat (1) ditegaskan bahwa
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dari uwaian di atas dapat diark satu kesimpulan bahwa yang
menjadi dasar bertakunya hokum adat di Indonesia adalah :

a. Dekrit presiden 5 juli 1959 yang menjadi dasar beriakunya kembali
UUD 1945.

b. Aturan Peralihan Pasal | UUD 1845,

c. Pasal 24 UUD 1845 tentang kekuasaan kehakiman.

d. Pasal 7 (1) UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan

Kehakiman,
2.8 Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris

Wansan adalah suatu peninggalan yang berupa harta benda yang
yang dimilki oleh seseorang setelah meninggal dunia. Segala
merupakan milik ahi waris menurut undang-undang melalui surat wasiat.
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yanq akan diwariskan. Masalah warisan seringkali menimbulkan masaiah
dalam kehidupan sehari hasi. Masalah ini seringkali muncud karena
adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian
warisan yang diterima nya.

Menurut sisiem hukum di indonesia masalah tentang pembagian
warisan masih beluam seragam hal ini dikarenakan tiap-tiap gologan atau
daerah berhak untuk memikh aturan hukum yang diinginkan sesuai
dengan kepercayaan, adat maupun gologannya. Di dalam pembagian
warisan ada hak opsi untuk memilih aturan hukum yang menwrutnya adif,
ada dua sistem hukum yang dapat dipiih oleh para pihak dalam
menenfukan penbagian warisan, yaitu hukum isiam dan hukum Adat
Dua sistem hukum ini mempunyai perbedaan dan prinsip, oleh karena itu
ada dua lembaga yang berwenang untuk memutus apabilah terjadi
sengketa waris, untuk hukum istam yang berwenang adalah Pengadiian
Agama, sedangkan hukum adat yang berwenang adalah Pengadilan
Negefi.

Ketentuan pembagian warisan dari dua sistem hukum tersebut
seringkali mempunyai perbedaan, maka terjadi pilihan hukum yang biasa
digunakan sebagai dasar penyelesaian masaiah pembagian warisan.

warisan, sebab para pihak cenderung memiih hukum sesuai
kepentingannya sendiri, yaitu hukum yang bisa memberikan peluang
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untuk mendapatkan pembagian warisan yang lebth menguntungkan
dirinya. Jika para pihak berpendapat dengan sadar, nilai-ndai hukum
Eropa lebih adil, itulah yang akan diterapkan dalam menyelesaikan
pembagian warisan. Jika hukum waris islam yang dipandang lebih adil,
undang-undang tidak melarang. Sepenubnya terserah kepada mereka
untuk menentukan pitihan. Hakim tindak berwenang untuk melaksanakan
pilihan hukum tertentu. Pemaksaan dari pihak hakim adalah tindakan
yang melampaui batas kewenangan dan dianggap bertentangan dengan
* ketertiban umum ° dan undang-undang. Pihak yang merasa dirugikan
dapat mengajukan keberatan serta meminta agar pembagian dinyatakan
batal dan tidak mengikat.
Ada beberapa fakior untuk menentukan sengketa hukum waris
menurut Efendi Parangi (2007:29-35 ) yaitu:
a. Mewauisi berdasarkan Undang-Undang
1) Atas dasar kedudukan sendiri yang terdiri:
Pengologan ahli waris berdasarkan garis ketentuan yaitu:
a) Golongan | diatur datam pasal 852-852a KUH Perdata
b) Gologan Il diatur dalam pasal 855 KUH Perdata
¢) Gologan ill diatur dalam pasal 858-851 KUH Perdata

2) Atas dasar pengatian
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Syarat pengantian adalah orang yang digantikan telah meningal
dunia terlebih dahulu dan pewaris, yang diatur dalam pasal 842 KUH
Perdaia dan pasal 844 KUH Perdata

b. Mewaris berdasarkan Tesfamen (pasal 875 KUHPerdata) adalah
suatu akta yang memuat pemyataan seorang lentang apa yang
dikehendaki akan lerjadi setelah ia meningal dunia, dan olehnya ity
dapat dicabut kembali.

Dalam hal kewarisan juga sangat erat kaitannya dengan
perkawinan, jenis perkawinan adat disini dapat ditandai dengan
pemberian uang jujur oleh pihak laki-laki kepada perempuan dengan
tujuan sebagai pengganti pelepasan pihak perempuan kepada pihak laki-
laki. Dimana uang jujsr merupakan kewajiban adat ketika diakukan
pelamaran, berbeda dengan mas kawin yang merupakan kewajiban
agama Istam saat dilakukan pernikahan.
menjadi tiga menurut Himan Hadikusuma (2003:23-28 ) yaitu -

1) Sistem Kolektif yaitu harta peninggalan tidak dibagi-bagi kepada

dﬂmhmmdapatmmmwamm

harta budelharta pustaka dimana semua para waris dapat
menkmati namun pengurusnya ditunjuk satu orang dan tidak ada
yang boleh memiliki secara pribadi.

2) Sistem mayorat yaitu harta peninggalan yang fidak dapat dibagi-

bagi diserahkan kepada anak tertua untuk mengoiah dan

?d&-adtnya. Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah

hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi diimpahkan
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waris yang akan menerima warisan tersebut, akibatnya salah satu pihak
merasa hak-hak atau kepentngannya dirugikan akibat dari pembagian
warisan tersebut maka upaya hukum yang dapat digunakan selain dari
non ltigasi adalah dengan jalan melakukan gugatan Perdata ke
Pengadilan.



BAB 3
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

Toraja Utara letaknya kurang lebih 300-800 meter di atas
permukaan laut. Toraja juga telah mengalami pemekaran, yang membagi
wilayah tersebut ke daiam 2 kabupaten yaitu; Kabupaten Toraja Utara
yang beribukota Rantepao dan Kabupaten Toraja Utara denga ibukota
Makale. Menurut mitos yang hingga kini tetap diyakini di kalangan
masyarakat Toraja, balwa nenek moyang mereka pertama kali
menggunakan “‘tangga dari langit” untuk turun dari nirwana. Nama Toraja
mulanya diberikan oleh suku Bugis Sidendreng dan Bugis Luwu. Orang
sidendreng menamakan penduduk daerah ini dengan sebutan To Riaja,
yang berarti * orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan”.
Orang Luwu menyebutnya 7o Riajang yang artinya “ orang yang berdiam
di sebeiah barat™. Versi lain, kata Toraja berasal dari Taw Orang) Maraya
(orang besar/bangsawan). Kata Tana berarti negeri, sehingga tempat
pemukiman suku Toraja di kenal dengan Toraja Utara.

Secara administratif, Toraja mempunyai luas wilayah 3.205,77
km?, yang sekarang ini terdiri dari 2 kabupaten, 15 kecamatan, 116

lembang, dan 27 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh Bupati,

£
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kepala camat, kepala lembang, dan kepala lurah. Kepala lembang
tersebut di era otonomi ini langsung dipiih oleh rakyat secara demokrasi,

Sa'dan Pebulian’ masik ke dalam kecamatan Balusu, salah saty
wilayah kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, yang sangat terkenal
dangan adat dan budaya Rambu Solo'nya yang masih sangat kental dan
dipertahankan hingga sekarang ini. Sa'dan memilki alam dan budaya
yang sangat mempesona. Tidak heran apabila tempat ini banyak
dikunjungi wisatawan, selain panorama gunung dan persawahan/sungai,
seni ukir yang menghias rumah-rumah adat juga menjadi tontonan yang
sangat menawan.

Di lokasi Lembang Pebulian pada muianya dilili (di bentuk) oleh
nenek moyang keluarga di Sa'dan Pebulian yang bernama Langi'
Para'pak yang di jadikan perkampungan keluarga yang luasnya kira-kira
15,62 km? dan mendirikan sebuah rumah tongkonan keluarga yang
dinamai Tongkonan di Sa'dan Pebulian. Diperbaharui oleh masyarakat
Pebutian’ bernama Puang Pong Labba kira-kira 2 abad yang lalu dan
kemudian diperbaharui pula oleh Puang Pong Padata pada tahun 1959,
dimana lokasi dan rumah tongkonan tersebut diwariskan secara turun
femurun yang sampai saat ini menjadi objek wisata pertenunan asli.
Lokasi tersebut berada di pinggir sungai Sa'dan dan dikelilingi oleh
sungai Sa'dan yang berbentuk huruf *S", ituish sebabnya sehingga
Sa'dan To'Barana’ menjadi pusat Sa’dan, kecamatan Sa'dan terdisi dari 2
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kelurahan dan 8 lembang. Lembang Sa‘'dan Pebulian dalam sisiem
pemerintahannya terbagi ke datam 4 Dusun.
A. Keadaan Penduduk
1. Jumiah Pendudik Pebulian
Jumiah penduduk lembang Pebufian berdasarkan data yang
diperoleh dari kantor kecamatan sebanyak 1. 429 jiwa. Dengan jumiah
kepala keluarga sebanyak 226 KK yang terdiri dani 530 orang penduduk
pria dan 899 orang penduduk wanita. Dengan perbandingan Iuas
wilayahnya yakni 4,56 km* yang jumiah penduduknya sebanyak 1. 429
Sebagian besar dari penduduk Lembang da'dan Pebulian
merupakan penduduk asli, namun ada juga beberapa orang pendatang
yang berasal dari luar Lembang Sa'dan Pebulian, seperti mereka yang
bekerja sebagai guru dan PNS.
2. Pendidikan
Penduduk Sa'dan Pebulian bebas buta aksara. Seiain dapat
membaca mereka juga dapat menulis dengan baik. Di lingkungan Sa'dan

Pebutian terdapat 1 sekolah dasar (SD) negeri dan memiliki 1 sekolah
menengah pertama yang teretak di dekat kantor Lembang. Jika para
siswa {ersebut ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka
harus ke ibukota kecamatan atau kota Rantepao. Para siswa tersebut
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2. Percaya dan memuja Deafa (dewa) sebagai pemelihara

ciptaan Tuhan;

3. Percaya kepada Tomembali Puang (arwah nenek moyang)

tugas member berkat kepada keturunanya.

Jadi kepercayaan Alukta (kepercayaan nenek moyang) adalah
kepercayaan yang banyak berkaitan dengan pemujaan atau
penyembahan. Di Sa'dan Pebulian konsep ajaran Aluk Todolo
(kepercayaan nenek moyang) felah berbaur dengan adat istiadat
sehingga membentuk pola skap budaya dengan pemehaman
pendekatan diri terhadap hal-hal yang bersifat supranatwral yang masih
bertahan hingga sampai saat ini, hal tersebut dapat kita jumpai pada
pesta ritual adat yang merupakan simbolis dari ajaran Alukia
(kepercayaan nenek moyang)

Walaupun kepercayaan Aluk Todolo (kepercayaan nenek moyang)
telah bergeser oleh ajaran agama lain (Kristen Protestan, istam, Katholik),
namun nilai-nitai tradisional yang terkandung dalam ajaran Aluk Todolo

(kepercayaan nenek moyang) masih dipegang erat hingga kini.
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3.2Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Pebulian

Kabupaten Toraja Utara

Hukum Waris adat di indonesia mengenal adanya berbagai
macam warnsan, demikian hainya di Toraja Utara harla warisan
dibedakan atas :
1. Mana’ (harta pusaka)

Yaitu warisan yang mempunyai nilai magis religius. Mana’ ini terdiri

atas 2 (dua) macam yaitu :

a. Mana’ disiossoi’ (harta pusaka tinggi) artinya harta yang tidak
dapat dibagi penguasaan dan kepemilikannya, dan merupakan
harta pusaka tinggi yang berasal dari leluhur. Mana' disiossoi’ ini
ferbagi menjadi 2 (dua).

1) Mana’ kano'koran (warisan non fisik) artinya warisan berupa
kedudukan adat yaitu warisan yang berupa jabatan dalam
masyarakat yang hanya boleh diwariskan kepada keturunannya
misainya pemangku adat dalam suatu wilayah pemerintahan
lembang yang berfungsi untuk mengawasi aluk yang berlaku
dimasyarakat pada saat upacara pemujaan (rambu tuka'’), anak
to patalo (pemangku adat) sebagai penentu pengambilan
keputusan apabila fo parengge’ titak bias memutuskan suatu
masatah dalam masyarakat.



37

2) Mana’ barang apa (warisan berupa fisik) artinya warisan yang
berupa harta benda, misainya banua fongkonan layuk (rumah
adat), padang rante (fempat para bangsawan meiaksanakan
upacara adat), doke {tombak), gayang (keris), kendaure
(manikmanik), ma’'a (kain) dan lain-ain.

Semua harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat dibagi-bagi agar
keutuhannya tfetap dipertahankan demi kepentingan martabat
keluarga.

b. Mana’' ba'gi’ (harta pusaka rendah) yaitu harta yang berasal dari
lapisan di atas ayah dan ibu, juga harta pencaharian orang tua
yang dapat dibagi-bagl penguasaan dan kepemiiikannya menurut
hak dan kepentingan para ahli warisnya, misalnya sawah, emas,
dan {ain-lain. Ada juga harta pusaka rendah yang tidak dapat
dibagi dikhat dasi fungsinya dan kesepakatan dari ahli waris
misalnya banua tongkonan berfungsi sebagai tempat untuk
menyatukan keluarga, kandaure dapat dipakai secara bersama
pada saat pelaksanaan upacara rambu solo’ maupun rambu
fuka’.

2. Daga’ tang digibali atau ba'gi (harta asal/harta bawaan)

Yaitu harta yang dibawa oleh isteri atau suami ke dalam

perkawinan atau harta yang bukan didapat dari hasil jerih payah
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dalam perkawinan fetapi merupakan suatu pemberian atau warisan
yang diterima dan orang tua sebelum atau setelah perkawinan.
3. Torakna rampanan kapa’ atau daga’ disibali (harta bersama)

Yaitu harta yang diperoleh suami dan isteri di dalam perkawinan,
harta bersama ini juga merupakan objek warisan dan para ahli warig
bak selaku anak kandung maupun selaku anak angkat Di
masyarakat Toraja Utara harta bersama ini adatah harta warisan
yang wajib diperoleh anak angkat.

Demikian pula di Indonesia secara garns besar mengenal 3 (tiga)
sistem pewarisan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya,
yaitu sistem pewarisan kolektif, sistem pewarisan mayorat dan sistem
pewarisan individual. Ketiga sistem pewarisan {ersebut masing-masing
fidak fangsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat
tertentu tempat system pewarisan itu bertaky.

Sistem tersebut dapat ditemukan juga dalam berbagai bentuk
susunan masyarakat, bahkan dalam suatu bentuk susunan masyarakat
dapat ditemwi lebih dari safu sistem pewarisan, demkian hainya di
Sulawesi Selatan. Secara umum di daerah Sulawesi Selatan menganut
sisiem kekerabatan parental dan sistem pewarisan individual.

Sisiem pewansan di masyarakat huktim adat Toraja Utara tidak
beriaku terhadap semua objek harta warisan, karena di Toraja Utara
dikenal juga harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka

S
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tingg (mana’ disiossoi’) di Toraja cara pewarisannya cenderung lebih
kepada sistem pewarisan kolektif. Contohnya rumah Tongkonan, semua
anggota keluarga dapat menempati tetapi kepemilikannya tidak boleh
dimiliki secara perorangan, jadi ahli wasis hanya bisa menikmati. Harta
pusaka rendah (mana’' ba'gi). penguasaan dan kepemilikannya dapat
dibagi menurut hak dan kepentingan para warisnya.

Dalam proses pembagian hasil garapan atas tanah milik
fongkonan menurut masyarakat setempat menyatakan pembagiannya

1. Apabil tanah itu digarap sendiri oleh ahli warisnya maka 1/3 dari
hasid garapannya digerahkan kepada fongkonan dan 2/3 menjadi

2. Apabiah tanah itu diserahkan kepada orang lain untuk
menggarapnya maka 1/3 hasil garapannya diserahkan pada
tongkonan dan 2/3 dibagi antara penggarap dan ahli waris. Jadi
masing-masing mendapat 1/3 bagian.

Pembagian ini berlaku bak untuk sawah berair maupun untuk
sawah kering. Namun, ada juga mengatakan pembagiannya sebagai
berikut:

1. Apabilah sawah yang digarap itu merupakan sawah berair, maka

% hasil garapannya diberkan pada fongkonan dan % untuk

penggarapnya




2. Apabilah tanah sawah yang digarap itu merupakan sawah kering,
maka 2/3 untuk penggarapnya dan 1/3 untuk fongkonan.

3. Apabitah tanah sawah itu diserahkan pada orang lain untuk
menggarapnya (sawah berair atau kering), maka masing-masing
mendapat 1/3 bagian dari hasiinya.

a. Harta Pencaharian
Harta pencaharia atau daka’ menurut para responden,

pembagiannya sama dengan yang dilakukan dalam harta asal. Apabila
mempunyai keturunan, maka harta itu dibagi rata antara pihak suami dan
pihak istri, sedangkan apabilah mempunyai anak, maka secara otomatis
harta tersebut jatu kepada anak yang bersangkutan.

Mengenai kedua bentuk harta warisan tfersebut oleh para
fesponden pembagianya harus dilakukan setelah kedua orang tua
meninggal dunia. Jadi selama salah satu dari orang tua masih hidup,
maka harta digunakan untuk kepentingan bersama digunakan untuk
membiayai hidup mereka bersama-sama. Apabilah kedua orang tua
mereka meninggal, barulah dilakukan pembagian secara musyawarah

dimana mantunu tetap dilaksanakan tetapi sebatas symbol dan formalitas
untuk mempertahankan tradisi mereka dantidak lagi dijadikan ajang untuk

mendapatkan sejumiah harta peninggalan orang tua.
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Ahti Waris

Pada prinsipnya ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai
hubungan darah dengan pewaris. Dalam masyarakat adat sa'dan
Pebulian, disamping sebagai anak kandung tidak tertutup kemungkinan
anak diluar anak kandung untuk memperoleh warisan. Mereka itu adalah
anak angkat, anak tidak sah dan anak firi.

Pada anak kandung, apabila kedua orang tua meninggal seluruh
harta orang tuanya secara olomatis beralih kepadanya. Apabitah hanya
sajah satu yang meninggal, maka harta tersebut belum dibagikan tetapi
fetap digunakan untuk kepentingan

bersama. Namun khusus untuk harta tersebut bukan menjadi
miliknya fetapi menjadi milik fongkonan, sedanngkan harta asal berupa
harta bawaan darn orang tuanya dapat menjadi hak milik anak kandung.

Anak angkat, menurut para responden, diakui balwa anak pasaka
mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal
mewaris. meskipun demikian, tidak berarti bahwa pengangkatan anak itu
diasumsikan tidak sah sebagai anak angkat sehingga keadaan itu juga

mempengarihi dalam hal pembagian warisan dimana dia tidak diakui
sebagai ahli warns. Hal ini diperkuat dan penjetasan pemuka adat
setempat.
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Dalam hal keluarga yang mengangkatnya mempunyai keturunan,

1. Anak angkat berhak mewarisi harta asal berupa harta bawaan

dari orang tua angkainya.

2. Anak angkat berhak mewarisi harta pencahanan orang tua

angkatnya.

Salah satu kelebhan dari anak angkat adalah disamping dia
berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, juga tetap
menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Pada anak angkat dan anak tiri, menurut para responden pewaris
dan ahli pewaris sebanyak 1 orang menyatakan bahwa anak angkat dan
anak tiri hanya dapat mewarisi apabila ada konsesus dari anak kandung
sipewasris. Pemberian itu didasarkan pada pertimbangan bahwa
pemberian itu diberikan sepanjang anak angkat dan anak tii fu
mempunyai pengapdian atau jasa yang bak terhadap orang tua dan
kekiarga mereka dan banyak befjasa dan membantu kehidupan keluarga
mereka. Namun, bagian yang diterima oleh mereka biasanya lebih sedikit
daripada bagian warsisan yang diterima oleh anak angkat.

Menurut kepala lembang Sa'dan pebuiian, anak angkat dan anak
tiri tidak berhak mewaris dengan alasan bahwa kedua jenis anak tersebut
merupakanhasil hubungan gelap antara orang tua mereka dan orang tua
anak itu, yang mana hal ini tentu tidak disenangi oleh para ahli waris atau

anak kandung dari si pewaris, termasuk keluarga mereka sendiri.
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Seperti hainya dengan masyarakat adat lainnya, dalam masyarakat
adat di Lembang Pebulian arti dari satuan kekerabatan sangat besar
pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ada dua pranata yang
dapat mendeskripsikan perwujudan satuan kekerabatan masyarakat
setempat, yaitu fongkonan (rumah adat) dan liang (kuburan).

Adapun tingkatan derajat kefurunannya terbagi ke dalam tiga
golongan besar yaitu sebagai berikut:

a. Golongan Puang (keturunan teratas) diasumsikan sebagai manusia
yang ditusunkan dari langit disebut to manurun. Biasanya golongan ini
dianggap berdara puti sehingga disebut fo madafurarana, artinya
darahnya seperti air susu kerbau. Akibatnya golongan ini menjadi
dominan dalam hampir segala bidang kehidupan masyarakat
setempat.

b. Golongan To makaka,(petua-petua adat) merupakan golongan yang
merasa dirinya merdeka karena bukan dari hamba, fetapi juga bukan
upacara keagamaan, biasanya dikatakan sebagai fo sikambi aluk sola
pemali, arfinya merekalah yang menjaga dan memelihara segala
macam tata upacara dan larangan-arangan dalam masyarakat.

c. Golongan Kaunan (budak) merupakan golongan yang terendah
tingkatannya dalam masyarakat, namun tidak dapat dianalogkan
dengan pengertian sahnya pada zaman dahulu. Golongan ini




berfungsi untuk membela kehormatan atasannya membantu dalam
pekerjaannya (hasil wawancara dengan pemuka adat).

Masyarakat Toraja Utara di lembang Sa'dan Pebulia memilii
kepercayaan yang disebut Aluk Todoio (Kepercayaan nenek moyang).
Aluk berarti atwan dan Todoio berarti nenek moyang. Hakikat Aluk
Todolo adalah pandangan terhadap alam dan pandangan terhadap
lelvhur yang dimplementasikan dalam aturan-aturan dan upacara-
upacara adat Sampai saat ini masyarakat Toraja masih memegang
teguh aturan upacara-upacara adat seperti Aluk Rambu Tuka' | Aluk
Rampe Matallo yaitu aturan upacara pengucapan syukur untuk
kehidupan dan keselamatan serta Aluk Rambu Solo' / Aluk Rampe
Matampu' yailu aturan upacara kemafian dan pemakaman. Masyarakat
Toraja juga mengenal Liang (kuburan) adapt Toraja. Menurut ajaran Aluk
Todolo (kepercayaan nenek moyang) seperti hainya semasa hidup, pada
waktu mati pun manusia berkumpul dalam satu tongkonan (Tangdilingtin,
1974). Tulang belulang dan jasad tubuh dikumpulkan dalam satu tempat
yang disebut Liang atau Tongkonan Tang Merambu (tongkonan tidak
berasap).
sebagai warisan dan pusaka dari satu keluarga. Selain datam hal
upacara, adat juga menentukan dalam kehidupan perekonomian
masyarakat Pebulian. hampir semua fahan persawahan, perkebunan dan
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tegalan yang dimiliki oleh masyarakat berada dibawah kuasa hukum
adat Pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan lahan
termasuk didalamnya pembangunan prasarana jatan, sislem dan
distribusi air yang berasal dari mata air pegunungan untuk saluran ingasi
persawahan dan sebagainya ditentukan oleh penguasa dan hukum adat.
mengelola kehidupan di lingkungan permukiman pedesaan. Setiap
oleh satu badan musyawarah adat yang disebut Kombongan Ada
(pertemuan).

Dalam pandangan orang di Sa'dan Pebulian upacara Rambu Solo’
(upacara kematian) begitu pentingnya dan paling tinggi nilainya, sehingga
dalam meiakukan aktivitas kesehariannya selalu merujuk kepada nitai-
nilai budaya tersebut yang mereka junjung dan pedomani. Mereka tetap
menjalin hubungan yang erat. mereka mempertahankan kehadiran adat
Rambu Solo’ (upacara kematian) mereka dan adat Rambu solo'nya
merupakan suatu kesatuan yang erat sekali. Tidak mungkin kedua-
peneliti setama di lapangan dapat juga dipahami bahwa dengan
senantiasa melaksanakan upacara Rambu Solo’' (upacara kematian)
maka upacara tersebut yang dianggappaling tinggi nilainya tidak akan
hilang. Dia akan tetap bertahan tanpa batas waktu yang ditentukan.



Berdasarkan hasil wawancara tgl 11 Januari 2012, Mery

menyatakan babwa:

*Yatu Rambu Solo’ merrara bukumo lan kaleki sola nasang, nenek

fodolo umpamulai nadipatarru, tae’'mo nabisa dita’dei punala.

Dikua ko natontong bang tae’ natisapu yatu kita anak-anakna

lampatarrui’. Yanna den tu tomate dipogau’ tu ada’ta”

Astinya:

Adat foraja kita Rambu Solo’ sudah mendarah daging, nenek

moyang kita yang memulai dan tugas kita untuk melestarikan dan

menjaganya. Nah, supaya tidak terhapus, dan ditinggatkan begitu
saja maka kita sebagi anak cucu wajib unfuk meneruskannya.

Maka untk itu kalau ada orang yang meninggal harus

diupacarakan meialui adat.

Dan uraian di atas dapat disimpulkkan bahwa setelah dilaksanakan
acara adat Rambu Solo (upacara kematian) maka dapat diihat
sejaumana mereka menjungjung tinggi rasa kekeluargaannya. Dari
uraian ini juga dapat menjadi ukuran bahwa orang yang meninggal
sebelum pembagian warisan, pewaris (orang yang meninggal) harus
diupacarakan mefalui adat Rambu Solo (upacara kematian).

Berdasarkan hasit wawancara dengan ketua adat Sa'dan
Pebulian proses pelaksanaan pembagian warigsan pada masyarakat
Sa‘'dan pebulian Kabupaten Toraja Utara yaitu hukum adat yang cocok
disesuaikan dengan kondisi yang ada di Pebufian dan disesuaikan
dengan perilaku yang dibuat oleh orang itu. Contohnya hukum waris,
rambu solo (upacara kematian) dan rambu Tuka (upacara kegembiraan),

pesta panen, cara berbicara dan pesta kematian. Masalah pembagian

warisan di Lembang Pebulian tidak terialu ferinci dan sebagian besar
pembagiannya hanya berdasarkan kekeluargaan dan dkembangkan
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berdasarkan harta warisan yang ada. Pembagiannya fidak diatur
berdasarkan undang-undang tetapi hanya secara lisan dan berdasarkan
kekeluargaan yang disaksikan oleh keluarga langsung.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 januari 2012 Alexander
Tiku, menyatakan dalam pembagian warisan yang berhak menerima
warisan yaitu:

a. Anak sungguh/ anak kandung

b. Saudara orang tua

c. Orang lain atau tidak ada hubungan darah yang diangkat dari
keluarga yang dipercaya

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat diberikan kesimpuian
bahwa warnisan dapat diberikan kepada keluarga atau kerabat yang
dipercaya sesuai pertakuannya kepada si pewaris yang tetah meninggal.

Hukum adat yang beriaku di Sa’dan Pebulian yaifu dikondisikan
dengan cara dibagi berdasrkan keturunan diantaranya anak kandung,
anak angkat, saudara biasa sebagai ahli waris yang sah secara nyata,

Menurut adat di Pebulian ada beberapa macam cara membagi

warisan yaitu:
a. Ada yang membagi sama rata;
b. Ada yang membagi sesuai dengan pesta rambu solo dan




c. Ada juga yang membagi secara modern dalam artian anak yang
ekonominya lemah diberi lebih banyak karena dianggap tidak
mampu.

Aturan dalam pembagian warisan di Lembang Pebulian berjalan
secara furun temurun yaitu dibagi rata. Masing-masing anak
mendapatkan bagian sesuai harta yang ada. Anak yang berada di luar
daerah tetap mendapat bagian.

Dasi hasi wawancara dengan masyarakat Sa'dan Pebulian
mengatakan bahwa: “Harta asal merupakan harta yang dibawa oleh
pihak suami atau istri ketika melangsungkan perkawinan. Harta asal ini
disebut dengan istiah harta pusaka atau mana’. Dalam masyarakat
setempat, harta asal merupakan harta yang mempunyai nilai yang tinggi
karena harta tersebut merupakan harta yang secara turun temuwun
diwariskan oleh leluhur mereka kepada generasi atau turunan sefanjuinya
yang biasanya disimpan di fongkonan”.

Pada umumnhya penangguhan acara pembagian warisan
dikalangan masyarakat Pebilian, harta warisan hanya diwarisi oleh anak
kandung, saudara dari bapak dan orang lain yang diangkat.

Dalam pembagian warisan di Pebulian ini ada harta warisan yang
fidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemiliknya dikarenakan sifat
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gelar adat dan benda-benda lannya yang dianggap ftidak dapat

Istiah tongkonan digunakan untuk menyambut rumah adat
sebagai suatu bangunan fisik. Namun rumah adat ilu bukania dilihat
meiulu sebagai sesuatu yang memiliki kebendaan karena fongkonan juga
diasumsikan mempunyai milik seperti sawah, ladang atau barang pusaka.
Oleh pemuka adat bahwa tfongkonan mempunyai beberapa fungsi
sebagai berikut.

1) Sebagai lambang dan sumber kekuasan dan pemerintahan adat.

2) Sebagai lambang persatuan dan kekeluargaan yang kuat dari
keluarga yang berketurunan dari fongkonan itu.

3) Sebagai pusat dan fempat melakukan atau melaksanakan setiap
kegiatan adat atau upacara adat dari pihak keluarga.

Berdasrkan hasil penelitia di lapangan, dalam masyarakat adat
Sa'dan Pebulian mereka melakukan proses pewarisan dengan dua cara
yaitu pembagian warisan sebelum pewaris meninggal yang disebut ba’'gi
dan pembagian warisan sesuda pewaris meninggal secara musyawara
melalui manfunu (kekeluargaan), walaupun cara mantunu (kekelurgaan)
tetap dilakukan, hal itu tidak berarti bahwa pembagian sisa harta
peninggalan orang tuanya ditentukan berdasarkan jumiah hewan yang

dikobankan saat manfunu. Mantunu tetap mereka lakukan hanyalah
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pembagian sisa peninggalan diakukan secara musyawarah oleh
keluarga yang bersangkutan, seperti pada tabel di bawa ini:
Tabel: Pembagian harta warisan

No Jawaban Responden Frekuensi Total
1 Pembagian hasi garapan atas tana
milik tongkonan 39 40
2 Pembagian sisa peninggalan yang 30 30
dilaksanakan secara musyawarah
oleh keluarga yang bersangkutan
Jumiah 69 70

Jumiah persentasenya 98,5 = 100 % responden

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Lembang Sa'dan Pebudian 2012
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian
warisan secara kekeluargaan yaitu dani 70 responden terdii atas pewaris
dan ahli waris sebanyak 69 responden atau 9,86% menyatakan bahwa
proses pembagian harta warisan dalam masyarakat adat setempat
diakukan dengan cara tersebut di atas.
Adapun alasan orang tersebut (1 orang) menggunakan cara
a) Untuk mengetahui sejauh mana anak-anaknya membalas jasa
orang tuanya metalui pengorbanan atau pemotongan kerbau.
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b) Untiskk menghindari jangan sampai anak yang telah diberikan
ba'gi tidak melakukan pengorbanan saat upacara rambu solo

(pesta kematian)

c) Walaupun sumber dan prosesnya sulit dilacal/diketahui tapi
mereka tetap meneruskan Rambu Solo’ (pesta kematian)

d) la hanya merupakan dongenq yang diturun-alihkan secara lisan
dari generasi ke generasi, tidak melalui garis tegak lurus ke
bawah (anak cucu, dan lain sebagainya), tefapi juga melalui
garis mendatar, yaitu kepada orang-orang lain yang ada di
sekitamya.

Seperti yang dikatakan oleh Pallata (Wawancara igl11 Januari
2012) selaku Tominaa, menurutnya:

*Yatu kita tau foniong bang tu katuoanna, saba’ mukkun bang
kianak, den tu mate apa buda duka yatu muldam didadian o,
dikianankan na diadai’, dipatudu anna dadi tau, mentu'na nangla
susinna bang sae lakona. Yanna den siapiki’' fu lanturui’ sia
umpogau’i tu ada’ ko yamo 1o natae’ nabisa tisapui”

Artinya:

Masyarakat itu berlangsung oleh karena senantiasa timbuinya
anggota-anggota baru yang dilahikan oleh masyarakat. Oleh
karena itu agar nilai- nilai adat Rambu solo’ kami tidak lunfur maka
meniadi penerus. Dan selama pergantian itu masih saja
berangsung . selama kami semua masih tetap sebagai
pendukungnya, selama itu pula nilai budaya kami akan fetap
bertahan dan bertangsung.

Dari wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bawa

upacara Rambu Solo merupakan adat turun-femurun yang dapat metatih,

mengajar dan mendidik generasi penerus mereka. Pengalaman satu
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anggota akan diteruskan kapada anggota lainnya. Pendek kata seluruh
nilai-nilai fersebut kemudian disusun dan diatur bersama guna
memungkinkan dan melancarkan penghidupan bersama sebagai
masyarakat. Agar budaya tersebut fetap terjaga harus ada pendukung
yang mempertahankan.

Responden liin sebanyak 1 orang lidak sependapat dan tidak
melakiskan pembagian warisan secara rata, hal itu dengan pertimbangan
bahwa bagaimanapun keturunan diberikan bagian warisan untuk menjadi
bekal bagi kelangsungan hidup anak mereka khususnya anak yang telah
berkeluarga. Mereka memberikan bagian lebih kepada anak yang tinggal
di daerah itu atau tidak keluar daerah dan anak perempuan juga diberi
bagian lebih dengan alasan anak laki-laki biasa mencari harta lebih
banyak. Untuk ity pembagian warisan disesuaikan dengan kondisi
banyaknya harta yang ditinggal oleh pewaris.

Keluarga yang ditinggal atau ahli waris diharuskan melakikan
pesta rambu solo menurut kepercayaan adat Toraja. Menurut adat Toraja
seseorang yang meninggal dunia berarti dipanggil oleh yang kuasa,

Pada saat rambu solo berlangsung, para ahli waris berusaha

mengorbankan sebanyak mungkin hewan kerbau atau babi untuk
mendapatkan harta peninggalan orang tua mereka yang belum dibagikan
saat hidupnya. Jumiah hewan yang dikorbankan menentukan banyak
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menutup kemungkinan tesrjadi bahwa yang pemah diberikan kepada ahli
waris datam bentuk ba’gi, maka yang bersangkutan harus menyerahkan
kembalisebagian harta tersebut kepada mereka yang mengorbankan
lebih banyak saat upacara kematian pada saat pelaksanaan pewarisan,

3.3 Pengaruh Positif dan Negatif Tentang Pelaksanaan Pembagian
Warisan Di Pebulian Terhadap Perkembangan Masyarakat

Setempat
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dari hasil

wawancara dengan kepala dusun di lembang Pebulian memberikan
keterangan bahwa persoatan pewarisan secara substansial merupakan
persoalan intern kerabat atau keluarga yang bersangkutan, sehingga
sangat ideal jka dapat diselesaikan oleh kerabainya dengan cara
musyawarah. Kadang-kadang terjadi bahwa solusi terhadap konstelasi
dalam wansan secara musyawarah fidak didapatkan kesepakatan
sehingga terpaksa ditempuh jalan lain yaitu melalui pengaditan.

Apabila terjadi perselisihan mengenai pewarisan diantara ahli
warns yaitu anak kandung atau keturunannya dengan anak angkat atau
ketwrunannya yang diajukan ke pengadilan, maka keputusan yang
diambil oleh hakim yaitu mengacu pada putusan fua-tua adat (pemangku
adat) dengan melihat kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh
anak angkat terhadap orang fua angkatnya dan fongkonannya.

Adanya pengangkatan anak dapat mewujudkan suatu kerukunan
keluarga antara kedua keluarga tersebut diatas. Datam pengangkatan



anak ini maka anak angkat mempunyai dua hubungan kekeluargaan
yaitu hubungan dengan orang fua angkat dan hubungan dengan orang
tua kandung, sehingga dalam masyarakat seakan-akan anak angkat ini
mempunyai dua orang fua.

Ofeh karena itu dikatakan bahwa sejak masyarakat ada di Sa'dan
Pebulian hampir tidak lagi menganut kepercayaan aluk fo dolo, maka
sejak itu pula tidak ada lagi masalah dalam pembagian warisan.
Umumnya masyarakat di Toraja Utara dapat melakiukan pembagian
warisan secara musyawarah bagi para anggola kelarga yang
bersangkutan.

Pebedaan itu terkadang dapat menimbulkan sengketa diantara
para ahliwaris, oleh karena itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi
suatu sengketa maka dilakukan dengan cara sebelum anak-anak
menerima hibah dari orang fua periu adanya janji atau kesepakatan
diantara masing-masing ahli wars untuk menerima hibah tersebut
ormgummenhggaldapatdinummmmmnbam.hd

1. Harta tersebut langsung diperoleh anak sedangkan para
kemenakan tidak menggugat
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2. Jatvhnya harta tersebut kepada anak dan digugat oleh kemenakan
jika hal tersebut tidak diselesaikan secara musyawarah maka
diselesaikan di pengadian.

3. Anak-anak yang memperoleh pusaka dari orang tuanya, akan

Terlepas dar kemungkinan-kemungkinan tersebut pada prinsipnya
penyelesaian tersebut kembali didasarkan pada perundingan yang
keputusankeputusannya nanti diambil atas dasar mufakat. Sama halnya
dengan di daerah Toraja Utara, di Toraja apabila terjadi suatu sengketa
dalam hal waris atau hak anak angkat tidak terpenuhi biasanya dilakukan
di hadapan tetua adat dan dengan cara musyawarah, meskipun mungkin
sampai ke pengaditan namun keputusan dari tetua adatiah yang menjadi
paﬁnbawdandﬂaksandtanwhyangbawmpmansampai
terjadi permusuhan hanya karena warisan antara anak kandung dan
anak angkat, karena pada prinsipnya kedudukan anak kandung dan anak
angkat adalah sama meskipun kenyataannya berbeda.

Pengaruh positif terhadap masyarakat secara umum ada tetapi
teriadi periengkaran antara anggota keluasga, muncul ketidak
harmonisan datam rumpun keluarga jika pembagian warisan tidak sesuai
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Dalam kesederhanaan, karena hanya berdasarkan musyawarah
mufakat dengan kelarga, temyata masih terdapat juga perselisinan yang
memperoleh sedikit. Dengan timbulnya berbagai masalah dalam suatu
keluarga maka pembagian warisan menurut hukum Adat Toraja harus
dibagi sama rata tanpa ada perbedaan.

Dani pejelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa
Kebudayaan masyarakat di Sa'dan Pebukan merupakan sesuatu yang
telah terakumulasikan dalam bentuk Aluk, Ada’, Pemali, atau Aluk sanda
pitunna. Rambu Tuka’ dan Rambu Solo’ yang dinyatakan dalam
pelaksanaan adat istiadat Rambu Solo’ yang dianggap paling finngi

Sadar ataupun tidak sadar, selama ini agama telah dijadikan
pelayan dari kebudayaan yang mereka anut, ayat-ayat Tuhan selalu
sosial dan budaya. Tanpa coba dipahami lebih jauh akan apa maksud
leluhur yang mereka (aksanakan karena pengaruh kedaan

lingkungan Sekarang ini bentuk pewarisan juga dilakukan dengan dua
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cara yaitu dengan cara membagi dan musyawarah kekeluargaan, saat
rambu 80io berfangsung.

Adapun fakior-fakior yang mempengaruhi perubahan atau
perkembangan pembagian warisan Soedarso (2007: 190) adalah sebagai
berikut:

a. Faidor agama, dimana fesjadi perubahan kepercayaan
kepadaagama Kristen (Protestan/Khatolk) dimana ajaran dalam
agama ini menekankan pada rasa kasih antara sesama, khususnya
dalam pelaksanaan pewansan.

b. Faktor pendidikan, dimana cukup banyak responden dari ahli waris
yang berpendidikan sampai pada akademi dan perguruan tinggi
khususnya yang menjadi pasior alau pendeta. Hal ini mempunyai
pengaruh positif dimana mereka dapat mengubah paradikma orang
tua dan keluarga mereka dalam pelaksanaan warisan
Terlepas dari semua itu, dapat ditank kesimpulan bahwa dengan

kehadikan agama Kristen datam penduduk Sa'dan Pebulian membuat
mereka sadar tenfang adanya yang Maha Kuasa di luar manusia. Dalam
hal-hal lain yang ditakuti dan disegani, karena itu pulalah yang membuat
penduduk Sa'dan Pebulian tidak mempersoalkan adanya pemotongan
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Untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris pada
dasarmmya banyak terjadi masalah di dalam masyarakat namun
penyelesaiannya tidak mengalami kesulifan karena pada umumnya
masyarakat patuh pada hukum adat yang bertaku di daerahnya.

Demikian pula hainya mengenai bagian dari masing-masing ahii
waris biasanya menimbulkan banyak masalah. Dengan munculnya
masalah itu, sebagai anggota masyarakt yang terikat oleh adat harus
menyelesaikan persoalan itu menwut adat yang beriaku di dalam
daerahnya sendiri yang diadini oleh tokoh-tokoh masyarakat dan
sekaligus selaku adat yang mengadakan musyawarah untuk mencapai
musfakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Lembang Sa'dan Pebudian
Terhadap putusan masyarakat adat itu oleh masyarakat Toraja umumnya
patuh pada putusan adat, karena keluarga yang bersengketa itu fidak
mentaati peraturan putusan itu biasanya anggota masyarakat (ain akan
mencemooh orang itu, karena di Toraja Utara sudah meldekat sifat

kekeluargaan dan kegotong-royongan.




BAB 4

PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut

a. Pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat Pebulian di
Kabupaten Toraja Utara yaitu hukum adat yang cocok
disesuaikan dengan kondisi yang ada di Pebulian dan dibagi
dengan dua cara yaitu sebelum dan setelah pewaris meninggal
serta disesuaikan dengan perilaku yang dibuat oleh orang itu.
Contohnya hukum waris, rambu solo dan rambu Tuka, pesta
panen, cara berbicara dan pesta kematian. Masaiah
pembagian warisan di Lembang Pebulian tidak terialu terinci
dan sebagian besar pembagiannya hanya berdasarkan
kekeluargaan dan dikembangkan berdasarkan harta warisan
yang ada. Pembagiannya tidak diatwr berdasarkan undang-
tangsung oleh anggota keluarga.

b. Pengaruh positif dan negatif tentang peiaksanaan pembagian
warisan di Pebulian terhadap perkembangan masyarakat
setempat yaitu secara umum tidak ada, namun permasalahan
yang sering timbul yaitu terjadi periengkaran antara anggola
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keluarga jka pembagian warisan fidak sesuai nurani-nurani
dalam keluarga.
4.28aran

a. Pada pembagian wansan sebaknya memperhatikan tata cara
pelaksanaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum adat
yang beriaku di masyarakat masa kini dan di masa yang akan
datang.

b. Kepada masyarakat Toraja supaya tetap mempertahankan Adat
mereka sebagai kekayaan budaya bangsa indonesia.
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Toraja. di Makale:

ng bersangkutan:




PEMERINTAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA
LEMBANG PEBULIAN

Alamat : Jin.Poroc Sangkombong Lempo Sangbua

SURAT KETERANGAN
Nomor . 070/05/S.P/Lembang Sa'dan Pebulian.01/2012

Lrtanda tangan di bawah ini, Kepala Lembang Sa’dan Pebulian:

ma : SUDARMIN
. Pokok : 4509060262
bgram/Studi : lmu Hukum
#(ultas » Hukum

elaksanakan kegiatan Penelitian selama 1 (satu) bulan yakni mulai dari tanggal 27
%er 2011 s.d 27 Januari 2012 pada Kantor Lembang Sa'dan Pebulian Kabupaten
tara dengan judul " PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM

FDA MASYARAKAT SA’DAN PEBULIAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA”.

yang bersangkutan melaksanakan penelitian, tetap menunjukkan etos kerja yang

surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pebulian, 29 Januari 2012

F -‘g‘ggrl;a;{,\gmbang Sa’dan Pebulian
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